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PENUTUP
Kesimpulan

Pelindungan hukum eksplisit menjadi bentuk pelindungan hukum yang
diberikan kepada pemegang polis asuransi setelah terjadinya permasalahan
seperti kasus gagal bayar. Pelindungan hukum eksplisit diberikan melalui
peraturan hukum yang berlaku saat ini, akibat kondisi belum berlakunya
program penjaminan polis. Perjanjian polis merupakan landasan hukum
pertama yang dapat menunjukan bahwa perusahaan asuransi
bertanggungjawab untuk memberikan hak kepada pemegang polis sesuai
dengan kesepakatan dalam perjanjian polis, sehingga upaya pelindungan
hukum dapat diberikan kepada pemegang polis jika permasalahan didalam
perjanjian polis terjadi. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Retensi Sendiri Dan Dukungan
Reasuransi Dalam Negeri, menjelaskan terkait perusahaan asuransi memiliki
kewajiban untuk melakukan reasuransi dalam rangka memberikan
pelindungan hukum atas hak pemegang polis jika terjadi kasus gagal bayar.
Kondisi atas tidak dilaksanakannya kewajiban reasuransi oleh perusahaan
asuransi, mengakibatkan tidak adanya pelindungan hukum yang dapat
melindungi hak pemegang polis pasca terjadinya kasus gagal bayar. Dana
jaminan merupakan bentuk pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada
pemegang polis. Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang Undang Nomor 40

Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa dana jaminan
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merupakan aset terakhir yang bertujuan melindungi kepentingan para
pemegang polis. Bentuk pelindungan hukum melalui dana jaminan terbatas
pada adanya ketentuan likuidasi, sehingga melalui ketentuan tersebut
pemegang polis tidak mendapatkan pelindungan hukum sebelum proses
likuidasi dilakukan. Unit pengaduan nasabah merupakan tahapan
pelindungan hukum yang digunakan oleh pemegang polis, dalam rangka
menyelesaikan permasalahan secara internal dengan perusahaan asuransi.
Penyelesaian melalui Ro/l Over merupakan contoh bentuk penyelesaian yang
diberikan dalam unit pengaduan nasabah dengan dasar adanya prinsip itikad
baik dan kebebasan berkontrak. Kondisi atas tidak tercapainya kesepakatan
pada unit pengaduan nasabah, mengakibatkan bentuk upaya hukum terakhir
yang digunakan oleh pemegang polis adalah melakukan penyelesaian secara
litigasi atau non-litigasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa
Keuvangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa tujuan
LAPS adalah memberikan penyelesain sengketa di sektor jasa keuangan di
luar pengadilan. Pelindungan hukum melalui LAPS dapat dilakukan jika
proses penyelesaian pada unit pengaduan nasabah telah dilakukan dan tidak
mendapat adanya kesepakatan penyelesaian masalah. Upaya yang diberikan
LAPS bagi pemegang polis adalah memberikan mediasi atau arbitrase. LAPS
merupakan bentuk penyelesaian yang dapat dipilih atau tidak oleh pemegang
polis sebagai bentuk pelindungan hukum eksplisit. Kendala atas pelindungan

hukum melalui LAPS adalah terdapatnya ketentuan waktu hingga biaya yang
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nantinya dapat memberatkan pemegang polis dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi. Berdasarkan pelindungan hukum eksplisit saat ini, dapat
digambarkan bahwa aturan hukum saat ini tidak berhasil memberikan
pelindungan bagi para pemegang polis akibat masih terdapatnya kendala dan
kesulitan bagi pemegang polis dalam mendapatkan haknya kembali. Kondisi
atas tidak berhasilnya hukum saat ini memberikan pelindungan kepada
pemegang polis pasca terjadinya kasus gagal bayar polis, memberikan
dorongan kepada pemerintah untuk segera merealisasikan program
penjaminan polis sebagai bentuk pelindungan hukum kepada pemegang polis
asuransi. Program penjaminan polis menjadi suatu hal yang penting untuk
segera dijalankan akibat kondisi yang ada saat ini tidak dapat memberikan
pelindungan bagi pemegang polis yang dirugikan akibat kasus gagal bayar.

Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan sebagaimana telah
diuraikan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Upaya pelindungan hukum eksplisit tidak berhasil memberikan
penyelesaian atas kerugian yang dialami oleh pemegang polis. Hukum
bertujuan memberikan manfaat kepada para pemegang polis, namun
ketentuan peraturan terkait pelindungan hukum eksplisit saat ini dirasa
tidak berhasil memberikan pelindungan dan manfaat bagi para
pemegang polis. Berdasarkan ketentuan program penjaminan polis
pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023, maka baik tujuan dan

mekanisme program tersebut dapat menjadi bentuk pelindungan hukum
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yang memberikan manfaat bagi pemegang polis. Percepatan untuk
merealisasikan program penjaminan polis dapat dilakukan dalam
rangka memberikan penguatan pelindungan hukum eksplisit bagi
pemegang polis asuransi.

Pelindungan hukum kepada pemegang polis saat ini tidak berhasil
memberikan adanya pelindungan bagi kepentingan para pemegang
polis akibat masih terdapatnya banyak korban yang dirugikan akibat
terjadinya kasus gagal bayar polis. Upaya penguatan terhadap aturan
terkait pelindungan hukum bagi pemegang polis dapat dilakukan dalam
rangka melindungi hak para pemegang polis yang dirugikan akibat

kasus gagal bayar polis.
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